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ABSTRAK 

Penulis melakukan praktik magang kerja pada kantor Badan Keuangan Daerah 

Kabupaten Boyolali yang terletak di Jalan Wonosari Kemiri, Kec. Mojosongo, Kabupaten 

Boyolali, pelaksanaan magang kerja berangsung selama kurang lebih 3 bulan dimulai pada 

tanggal 21 Februari 2022 sampai tanggal 15 Mei 2022.  

Selama magang kerja penulis ditempatkan pada subbagian yaitu subbagian 

Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Daerah dan Subbagian Sekretariat Umum dan 

Kepegaawaian. Pada kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali ini karyawan dituntut 

memiliki kemampuan yang baik dalam menjalankan tugas. Laporan magang ini bertujuan untuk 

mempelajari proses manajemen khususnya dalam pentingnya sumber daya manusia dalam proses 

produktivitas operasional Instansi dan pengembangan keterampilan sumber daya manusia yang 

dimiliki Instansi.  

Dalam proses magang kerja pada kantor Badan Keuangan Daerah penulis ikut serta 

dalam melaksanakan perintah sesuai dengan subbagian masing-masing khususnya dalam 

subbidang Kepegawaian umum dan subbagian Perbendaharaan. Penulis menemukan beberapa 

kendala terkait aplikasi yang digunakan “SIMDA” yang masih sering eror dan tidak bisa di akses 

juga jaringan internet yang sering terputus. Kemudian ada beberapa kesalahan komunikasi antar 

staf karyawan PNS terkait beberapa syarat pengajuan kenaikan jabatan. Dengan adanya beberapa 

kendala tersebut penulis mencoba memberkan solusi dan pembahasan masalah melalui teori-teori 

yang relevan dari para ahli.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1. 1 Latar Belakang  

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia Nadiem Anwar Makarim mengatakan 

tantangan yang akan dihadapi saat ini terutama bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan 

perusahaan-perusahaan dalam menjalankan bisnis adalah terkait pada sumber daya manusia yang 

unggul. Berdasarkan Permendikbud No.50 Tahun 2020 tentang Praktek Kerja Lapangan atau 

Magang bagi peserta didik atau mahasiswa bertujuan untuk meningkatkan kompetensi yang 

disesuaikan dengan kebutuhan dalam dunia kerja, karena didalam pembelajaran formal perlu 

adanya pembelajaran informal melalui kegiatan magang.  

Program Sarjana S1 Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Keluarga 

Pahlawan sebagai salah satu penghasil lulusan dalam jumlah yang cukup besar disetiap tahunnya 

menetapkan program magang/Praktek Kerja Lapangan pada salah satu pilihan penulisan akhir. 

Dengan program magang ini STIE YKPN memeiliki harapan, mahasiswa yang tekah 

melaksanakan magang akan memiliki pengetahuan, keterampilan, skill, dan pengalaman di dunia 

kerja serta menjadi modal untuk menciptakan lapangan kerja atau mencari kerja nantinya.  

Praktek kerja lapangan atau magang ini adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang 

dalam dunia pendidikan dengan cara mempraktekan atau terjun langsung kelapangan untuk 

mempraktekan semua teori yang dipelajari di bangku pendidikan formal atau kuliah. Kegiatan 

magang seperti ini sangat penting dalam dunia pendidikan hal tersebut dapat mewujudkan 

sumber daya manusia yang mandiri, beretos kerja tinggi dan berdaya saing tinggi karena bangsa 

Indonesia dihadapkan pada tantangan yang semakin berat yaitu kurangnya tenaga kerja yang 

memiliki kualifikasi yang bagus, sehingga perlu didukung dengan situasi yang kondusif melalui 

partisipasi semua pihak dalam Praktek Kerja Lapangan. 

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali merupakan badan pemerintahan yang 

mengambil fokus  tugas pemerintahan daerah berdasarkan asaas otonomi daerah, deskonsentrasi, 

dan tigas pembantuan di bidang pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah. Dengan 

mengutamakan visi mereka yaitu “Terwujudnya pengelolaan pendapatan, keuangan dan asset 

daerah yang profesionall, trasparan dan akuntabel”. Tanpa adanya sumber daya manusa yang 
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terampil dan berpengetahuan tentunya visi tersebut tidak akan tercapai. Kurangnya pengalaman 

dan keterampilan sumber daya manusia menjadi salah satu faktor besar sulitnya mendapatakan 

pekerjaan. Memiliki gelar sarjana saja tidaklah cukup untuk memenuhi kualifikasi yang cukup 

tinggi sesuai kebutuhan di perusahaan.  

Manajemen dapat didefinisikan bagian dari proses untuk mengelola atau pengelolaan 

sesuatu yang dilakukan oleh individu maupun suatu sekelompok orang. Proses manajemen yang 

dilakukan di tempat penulis melakukan kegiatan magang adalah megelola pendapatan, keuangan 

dan aset daerah yang ada di Boyolali. Pengelolaan tersebut di harapkan pendapatan yang di 

peroleh pemerintah Boyolali dapat dikelola secara lebih optimal dengan meningkatkan 

intesifikasi dan ekstensifikasi pendapatan yang belum dimanfaatkan. Kegiatan dalam 

pengelolaan Keuangan Daerah ini meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, 

pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah, harus mudah diakses oleh stakeholders 

serta didukung oleh sumber daya manusia yang berkomopeten, berintegritas dan dilaksanakan 

sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.  

Seluruh kegiatan yang dilakukan di Badan Keuangan Daerah berkaitan dengan proses 

manajemen. Dikarenakan proses magang yang dilakukan terbatas selama kurang lebih 3 bulan 

penulis memperhatikan beberapa fungsi yang ada dalam proses manajemen meliputi, pencatatan 

absensi, penginputan gaji dan tunjangan karyawan, pengelolaan absensi, peningkatan 

keterampilan karyawan melalui sosialisasi, serta menginputan cuti karyawan. Pengelolaan data 

tersebut di maksudkan untuk menyimpan data karyawan dan memberikan benefit kepada 

karyawan. 

1. 2 Tujuan Magang  

Berdasarkan latar belakang diatas maka pelaksanaan praktek kerja lapangan ini dimaksudkan 

untuk : 

1. Salah satu syarat mendapat gelar Sarjana di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan 

Keluarga Pahlawan Negara. 

2. Mengimplementasikan pengetahuan teoritis atau yang didapat dalam perkuliahan formal 

pada dunia kerja. 
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3. Menambah pengetahuan dan pengalaman yang bisa didapatkan pada dunia kerja yang 

sesungguhnya. 

4. Melatih mahasiswa untuk bersikap dewasa, mandiri, dan dapat bertanggung jawab atas 

semua yang dikerjakan serta melatih mahasiswa agar dapat menyesuaikan diri dengan 

lingkungan kerja. 

5. Mempelajari dan mengenal struktur organisasi manajemen dan kegiatan kerja di Badan 

Keuangan Daerah.  

1. 3 Manfaat magang  

1.3.1 Bagi Mahaiswa  

1. Sebagai sarana untuk belajar memperoleh pengetahuan baru yang tidak diajarkan 

dalam dunia perkuliahan dan pengetahuan – pengetahuan umum lainnya terkait 

dengan instansi perusahaan tempat mahasiswa magang dalam hal keterampilan, cara 

bersikap melayani orang.  

2. Sebagai sarana untuk mengaaplikasikan kemampuan dan pengetahuan yang diperoleh 

selama mengikuti perkuliahan untuk diterapkan dalam pelaksanaan kerja. 

3. Sebagai sarana memperbanyak relasi dalam dunia kerja.  

4. Sebagai sarana untuk mempersiapkan diri memasuki dunia kerja setelah 

menyelesaikan pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Keluarga 

Pahlawan Negara.  

1.3.2 Bagi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Keluarga Pahlawan Negara (STIE 

YKPN)  

1. Sebagai sarana pembinaan hubungan baik terhadap perusahaan atau instansi 

pemerintah agar nantinya dapat memberikan informasi dunia kerja terhadap lulusan – 

lulusan dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Keluarga Pahlawan Negara 

khususnya jurusan S1 Manajemen.  

2. Sebagai sarana mengetahui kemampuan yang dimiliki setiap mahasiswa dalam 

menerima pengetahuan dan pengaplikasian  sebagai masukan bagi mahasiswa untuk 

mengembangkan kurikulum program studi Manajemen.  
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3. Sebagai sarana untuk memperkenalkan profik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan 

Keluarga Pahlawan Negara (STIE YKPN).  

1.3.3 Bagi Badan Keuangan Daerah (BKD) 

1. Sebagai sarana menjalin hubungan baik dan harmonis dengan pihak universitas dalam 

hubungan yang bermanfaat dan saling menguntungkan.  

2. Sebagai sarana mendapat sumber daya manusia yang terampil sesuai dengan 

kebutuhan perusahaan atau instanasi pemerintah.  

3. Sebagai sarana mengetahui kualitas mahasiswa dan pendidikan di Sekolah Tinggi 

Ilmu Ekonomi Yayasan Keluarga Pahlawan Negara (STIE YKPN).  

 

1. 4 Sistematika Laporan Magang 

Sistematika penulisan laporan Akhir Magang ini dimaksudkan untuk memudahkan 

penulis dalam pemahaman terhadap laporan yang akan dibahas. Penulisan dalam laporan 

ini terdiri dari: 

1. BAB I (PENDAHULUAN)   

Pada bagian ini menguraikan latar belakang penulisan Laporan Akhir 

Magang, Tujuan Penulisan, Manfaat yang diperoleh baik pada Penulis, pihak instansi, 

dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Kleuarga Pahlawan Yogyakarta, serta 

sistematika penulisan Laporan Akhir Magang.  

2. BAB II ( GAMBARAN UMUM TENTANG INSTANSI DAN AKTIVITAS 

MAGANG)  

Pada bagian ini menguraikan profil instansi dan struktur organisasi instansi 

terkain magang kerja, serta aktivitas magang kerja pada subbagian Perbendaharaan 

dan Pengelolaan Kas Daerah dan Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Kantor 

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali  

3. BAB III ( LANDASAN TEORI)  

Bada bagian ini menguraikan teori-teori yang relevan agar dapat menjadi 

dasar dalam penulisan Laporan serta solusi dari kendala permasalahan yang didapat 
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penulis selama magang kerja pada Kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten 

Boyolali   

4. BAB IV (ANALISIS DAN PEMBAHASAN)  

Pada bagian ini menguraikan kendala-kendala yang dihadapi pada saaat 

pelaksanaan magang dan membahas serta memberikan solusi melalui teroi yang 

terkait masalah tersebut.  

5. BAB V ( KESIMPULAN, REKOMENDASI DAN REFLEKSI DIRI)  

Pada bagian ini mengemukaan kesimpulan dari keseluruhan Laporan yang 

ditulis, hal ini bertujuan agar menjadi berbaikan serta rekomendasi untuk Kantor 

Badan Keuangan Daerah  dan Kampus STIE YKPN. Serta ada refleksi diri agar dapat 

memperbaiki diri penulis lewat pengalaman magang kerja di kantor Badan Keuagan 

Daerah Kabupaten Boyolali.  
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BAB II 

PROFIL PERUSAHAAN DAN AKTIVITAS MAGANG 

2.1. Profil Badan Keuangan Daerah (BKD) 

Sejarah Singkat Badan Keuangan Daerah (BKD)  

Sebelum bernama Badan Keuangan Daerah (BKD) kantor dinas keuangan ini bernama 

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Dati II 

Boyolali kantor lama ini beralamatkan di Jalan Teratai No. 6 Boyolali belum merupakan kantor 

dinas melainkan seksi dan bagian perekonomian Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali yang 

disebut Seksi Pasar. Pada tanggal 7 Maret 1974 Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat 

II Boyolali Nomor Hukum B.3/III/1974 merubah nama DPPKAD menjadi Dinas Penghasilan 

Daerah Tingkat II Boyolali.  

Dengan dikeluarkannya Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah 

Daerah mengenai pelaksanaan otonomi daerah aka Pemerintah Kabupaten Boyolali 

mengeluarkan Peraturan Daerah baru yaitu Perda Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan 

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Boyolali. Peraturan Daerah 

Kabupaten Boyolali Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja 

Dinas Kabupaten Boyolali (DPPKAD), yang bertugas membantu Bupati dalam menyelesaikan 

pemerintah daerah dalam bidang pendapatan daerah. Seiring dengan berjalannya waktu maka 

Pemerintah Daerah Nomor 3 tahun 2008 telah melaksanakan perubahan yang baru yakni tentang 

Susunan Organisai dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. 

Berkaitan dengan hal tersebut maka Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 2 Tahun 2001 

mulai tahun 2008 dinyatakan tidak berlaku lagi.  

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur pelaksana 

otonomi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas memimpin dan 

mengkoordinasikan pelaksanaan urusan perintah daerah berdasarkan atas otonomi daerah dan 

tugas membantu bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah. Kepala Dinas 

berkeduduan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah 

(SEKDA) kabupaten Boyolali DPPKAD mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah 

Daerah berdasarkan asas otonomi daerah. Saat ini Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan 
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Aset Daerah (DPPKAD) telah berubah nama menjadi Badan Keuangan Daerah (BKD) 

Kabupaten Boyolali.  

Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Boyolali merupakan badan yang didirikan 

sebagai urusan penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali pada bidang keuangan, 

dan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah Bupati Boyoali dan 

bertanggungjawab kepada Bupati Boyolali melalui Sekretaris Daerah. Tugas pokok dari Badan 

Keuangan Daerah (BKD) adalah untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintah 

Kabupaten Boyolali di bidang Keuangan yang menjadi kewenangan daerah. 

 

2.1.1 Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah (BKD)  

 

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali 

Berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan perangkat daerah (Lembaran Kabupaten Boyolali tahun 2016 Noomor 16 

tambahan lembaran daerah kabupaten Boyolali nomor 183). Struktur Organisasi Badan 

Keuangan Daerah sebagai berikut : 

1. Kepala Badan Keuangan Daerah  

2. Sekretariatan terdiri dari: 
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a. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian 

b. Sub. Bagian Keuangan  

c. Sub. Bagian perencanaan dan Pelaporan  

3. Pajak Daerah terdiri dari: 

a. Sub. Bidang Pelayanan  

b. Sub. Bidang Pendapatan dan Penetapan  

c. Sub. Bidang Penagihan 

4. Pengendalian Pendapatan terdiri dari: 

a. Sub. Bidang Pengendalian Operasional Pendapatan 

b. Sub. Bidang Dana Trasfer dan Pendapatan Lain – lain.  

5. Anggaran terdiri dari: 

a. Sub. Bagian Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  

b. Sub. Bidang Pembinaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Daerah  

c. Sub. Bidang Evaluasi Administrasi Anggaran Pendapatan dan Belanja 

6. Akuntansi dan Pembiayaan terdiri dari : 

a. Sub. Bidang Pembukuan dan Pelaporan Kuangan  

b. Sub. Bidang Pembiayaan dan Pertanggungjawaban Keuangan 

7. Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Daerah terdiri dari : 

a. Sub. Bagian Perbendaharaan  

b. Sub. Bagian Pengelolaan Kas Daerah  

8. Bidang Pengelolaan Aset Daerah terdiri dari : 

a. Sub. Bidang Penatausahaaan Aset Daerah  

b. Sub. Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan Barang Milik Daerah  

c. Sub. Bidang Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset Derah 

 

2.1.2 Cakupan Kegiatan Badan Keuangan Daerah  

Badan keuangan daerah merupakan unsur penunjang pemerintah Kabupaten Boyolali. 

Berdasarkan peraturan Bupati Boyolali Nomor 50 Tahun 2018 tentang Uraian tugas 

jabatan pada Bada Keuangan Daerah Kabupaten Boyoali.  

1. Kepala Badan  
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Kepala Badan sebagaimana dituliskan dalam Peraturan Bupati Nomor 50 tahun 2018 

ayat (2) sebagai berikut: 

a. Merumuskan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang pendapatan, 

pengelolaan keuangan, dan aset daerah. 

b. Menetapkan perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dan anggaran di bidang 

pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.  

c. Mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan dan anggaran di bidang 

pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. 

d. Mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan.  

2. Sekretariat 

Sekretariat mempunyai tugas sebagaimana di atur dalam Peraturan Bupati Nomor 50 

Tahun 2018 pasal 3 sebagai berikut: 

a. Memberikan layanan adminstratif dan teknis  

b. Menyusun serta mengoordinassikan kebijakan teknis di bidang pengelolaan surat-

menyurat, hubungan masyarakat, kearsipan, inventaris, dan pengelolaan 

kepegawaian 

c. Melaksanakan tuas sebagai pejabat pengelola keuangan perangkat daerah dan 

perangkat daerah pengelola keuangan daerah  

d. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja di bidang 

kesekretariatan sesuai dengan perencanaan dan indikator sistem  

e. Memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan secara langsung 

maupun tertulis .  

3. Pajak Daerah  

Bidang pajak daerah mempunyai tugas-tugas sebagaimana di atur dalam Peraturan 

Bupati Nomor 50 Tahun 2018 pasal 7 sebagai berikut: 

a. Menyusun kebijakan teknis di bidang pajak daerah sesuai peraturan perundang-

undangan  

b. Menyusunan perencanaan di bidang pajak daerah sesuai prosedur dan peraturan 

perundang-undangan  

c. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang pajak daerah  
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d. Mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai 

bidang tugasnya  

e. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengoordinasian pengelolaan pendapatan 

daerah yang bersumber dari pajak  

4. Pengendalian Pendapatan Daerah  

Bidang pengendalian pendapatan daerah mempunyai fungsi dan tugas yang mana 

diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 pasal 11: 

a. Menyusun kebijakan teknis di bidang pengendalian pendapatan daerah agar 

pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan  

b. Mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai 

dengan bidang dan tugasnya  

c. Menyiapkan bahan pengendalian pendapatan daerah yang meliputi pendapatan 

asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain  

d. Melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah  

e. Menyusun rencana pendapatan menghitung realisasi pendapatan  

5. Anggaran  

Bidang anggaran mempunyai tugas dan fungsi yang diatur dalam Peraturan Bupati 

Nomor 50 Tahun 2018 pasal 14 sebagai berikut: 

a.  Menyuusun kebijakan teknis di bidang anggaran sesuai peraturan perundang-

undangan  

b. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang anggaran berdasarkan 

kewenangan  

c. Menyusun rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan rancangan 

perubahan anggaran pendapatan  

d. Menyusun standar satuan harga  

e. Mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran perangkat daerah dokumen 

pelaksanaan anggaran perangkat daerah  

6. Akuntansi dan Pembiayaan  

Bidang akuntansi dan pembiayaan mempunyai tugas dan fungsi diatur dalam 

Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 pasal 18 sebagai berikut: 
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a. Menyusun kebijakan teknis dibidang akuntansi dan pembiayaan sesuai peraturan 

perundang-undangan  

b. Melaksanakan pengelolaan investasi daerah  

c. Melaksanakan pengelolaan utang piutang investasi daerah  

d. Melaksanaka pencataan investasi, utang piutang dan lain-lain  

e. Menyusun system pengelolaan keuangan daerah  

7. Perbendaharaan dan Kas Daerah  

Bidang perbendaharaan dan kas daerah mempunyai tugas dan fungsi yang diatur 

dalam Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 pasal 21 sebagai berikut: 

a. Menyusun bahan kebijakan teknis di bidang perbendaharaan dan pengelolaan kas 

daerah sesuai peraturan perundang undangan  

b. Menyelia pelaksanaan tugas di bidang perbendaharaan dan pengelolaan kas 

daerah  

c. Menelaah dan menganalisis data serta emberi informasi yang berhubungan 

dengan perbendaharan dan gaji pegawai  

d. Melaksanakan pengujian surat peritah membayar yang akan digunakan sebagai 

dasar penerbitasn SP pencairan dana  

e. Menganalisis dan rekonsiliasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah pada BKD 

dan perbankan  

8. Pengelolaan Aset Daerah  

Bidang pengelolaan aset daerah mempunyai tugas dan fungsi yang mana diatur dalam 

Peraturan Bupati Noor 50 Tahun 2018 pasal 24 sebagai berikut: 

a. Menyusun kebiajakan teknis di bidang pengelolaan aset daerah sesuai peraturan 

perundang-udangan  

b. Mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai 

bidang  

c. Mengoordinasikan penyusunan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, 

pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan 

dan pemeliharaan, penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah  

d. Mengkoordinir penyususnan kebijakan pengelolaan barang milik daerah  

e. Mengoordinasikan pengamanan dan pemeliharan barang milik daerah  
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Jam Kerja  

1. Saat Bulan biasa:  

a. Senin – Kamis  : 07.00 – 15.00 WIB 

b. Jum’at   : 07.00 – 11.30 WIB 

2. Saat Bulan Ramadhan  

a. Senin – Kamis  : 08.00 – 14.00 WIB 

b. Jum’at   : 08.00 – 11.00 WIB 

Ketentuan Berseragam  

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali mempunyai ketentuan berseragam bagi 

peserta magang dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. Senin – Rabu : Menggunakan kemeja bebas, celana kain gelap, dan bersepatu.  

2. Kamis – Jumat  : Menggunakan batik, celana kain, dan bersepatu.  

Pada hari jum’at di minggu pertama menggunakan batik, kemudian pada hari jum’at 

minggu kedua menggunakan pakaian olahraga karena akan diadakan senam sehat di pagi 

hari, kemudia pada jum’at ketiga menggunakan pakaian baju adat Indonesia contohnya 

berpakaian kebaya, atau menggunakan kain songket bali dan lain-lain, untuk jum’at di 

minggu keempat yaitu jum’at bersih biasanya menggunakan baju bebas olahraga atau 

casual yang dilakukan oleh seluruh Pegawai Negeri Sipil termasuk mahasiswa magang. 

2.2. AKTIVITAS MAGANG 

Dalam proses magang kerja pada Subbagian Umum dan Kepegawaian pada 

kantor Badan Keuangan Daerah penulis mendapat banyak kesempatan untuk ikut 

berkontribusi dalam menjalankan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada bagian 

kepegawaian. Kesempatan tersebut digunakan penulis untuk mengaplikasikan teori-teori 

Manajemen yang selama ini telah didapat dari pembelajaran selama menjadi mahasiswa 

di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Keluarga Pahlawan Yogyakarta. Pengalaman 

yang berkaitan dengan Manajemen adalah kegiatan dalam mengolah data absensi 

karyawan, penginputan surat masuk dan keluar, penginputan  surat tugas atau surat 

perintah, mengelola hasil survey kuis dan soal dari KPK terkait Korupsi dan Gratifikasi, 
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menyusun berkas-berkas SP2D terhadap masing masing OPD seluruh kabupaten 

Boyolali, mengelola SPD dari seluruh OPD untuk memberikan nomor surat. Selama tuga 

bulan proses magang kerja penulis membuat laporan mingguan yang dikirim ke dosen 

pembimbing yang berisi tentang segala kegiatan yang dilakukan pada kantor Badan 

Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali. Penulis mendapat pengalaman dalam dunia 

pekerjaan di kantor Badan Keuangan Daerah yang di uraikan sebagai berikut: 

2.2.1 Mengoreksi Entry Data  

Setiap Organisasi Peranglat Desa (OPD) di Boyolali berjumlah kurang lebih ada 70, 

setiap OPD memiliki penitis di Badan Keuangan Daerah yang bertugas untuk menerbitkan 

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) belanja dengan menguji kebenaran dan membina 

ketatalaksanaan keuangan. Sebelum SP2D di terbitkan penitis-penitis akan menerima data 

dalam bentuk hard file dan data yang terinput dalam aplikasi SIMDA yang di gunakan oleh 

Badan Keuangan Daerah data tersebut didapat dari OPD yang sudah menginptkan anggaran 

belanja yang sudah di tetapkan. Setelah verfikasi berkas yang dilakukan selesai maka penitis 

akan menerbitkan SP2D yang kemudian akan di cairkan ke Bank Jateng yang nantinya akan 

masuk ke masing-masing rekening OPD untuk di gunakan sesuai anggaran yang diinputkan.  

Penulis diberikan tugas untuk mengoreksi apakah anggaran yang dikeluarkan untuk 

instansi atau masing-masing OPD tersebut untuk membeli barang infastruktur apakah sudah 

sesuai dengan anggaran yang di keluarkan dengan barang yang tersedia. Penulis juga 

diberikan tugas untuk mengoreksi berkas yang akan di kirim ke Bank Jateng apakah sudah 

lengkapi dengan kliring Bank Jateng.  
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Gambar 2.2 Tampilan SP2D yang diterbitkan oleh Penitis 
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2.2.2 Mengelola Hasil Input Presensi Kehadiran dan Kepulangan Karyawan  

Tugas yang dilakukan pada bidang Kepegawaian salah satunya mengelola hasil input 

presensi yang dilakukan karyawan setiap pagi keberangkatan dan sore saat kepulangan. Sidik 

jari yang di lakukan staf karyawan akan masuk dalam aplikasi SIMDA yang selanjutnya 

bidang kepegawaian akan memproses iputan tersebut da di akhir bulan akan di kalkulasi 

jumlah keterlambatan dan jumlah lembur. Dengan adanya pengelolaan hasil input presensi 

ini memberikan kemudahan dalam mendata kehadiran dan keterlambatan karyawan dengan 

memberikan tanda bukti yang akurat dan mencegah karyawan memanipulasi kehadiran. Dan 

manfaat lainnya yaitu mempermudah dalam perhitungan gaji setiap karyawan.  

 

Gambar 2.3 Tampilan aplikasi e-presensi BKP2D Kabupaten Boyolali yang bisa di akses oleh 

setiap OPD khususnya BKD Kabupaten Boyolali  

2.2.3 Menginput Surat Masuk dan Keluar Karyawan  

Subbidang umum dan kepegawaian adalah bidang yang menerima seluruh surat masuk yang di 

terima Badan Keuangan Daerah. Saat ada surat masuk akan diterima oleh bagain Loby yang 

selanjutnya akan diserahkan kebagain kepegawaian untuk di catat dan disampaikan kepada siapa 

surat di tujukan. Pencatatan ini bermanfaat agar bagian yang menerima surat dipastikan 
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menerima dan memahami isi surat. Termasuk pada surat tugas kedinasan karyawan juga di 

sampaikan oleh bagian kepegawaian hal ini berguna jika pegawai tersebut tidak absensi sidik jari 

di kantor tetap mendapatkan gaji full karena terdapat bukti keterangan bahwa karyawan sedang 

melakukan tugas kedinasan. 

 

Gambar 2.4 Tampilan surat tugas dinas Pegawai Negeri Sipil tentang Upacara Peringatan Hari 

Kebangkitan Nasional Ke-154 Tahun 2022 
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2.2.4 Memberikan Sosialisasi Penggunaan Elearning KPK  

Untuk upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia KPK melalui UPG di setiap 

OPD di Boyolali memberikan beberapa pembelajaran dan pembekalan bagi Pegawai Negeri Sipil 

(PNS) terkait Korupsi dan Gratifikasi. KPK memberikan akses aplikasi berupa 

Elearning.kpk.go.id yang didalamnya terdapat video-video yang dapat diakses untuk pembekalan 

Korupsi dan Gratifikasi yang dapat digunakan untuk menjawab Soal dan Kuiz yang di berikan 

KPK. Dengan adanya sosialisasi ini di harapkan memperbanyak Sumber Daya Manusia yang 

berintegritas. Dari sosialisasi ini diharapkan pegawai negeri sipil tidak melakukan tindak suap 

untuk menaikan jabatan atau menerima apapun dalam bentuk apapun untuk kepentingan pribadi.  

Sosialisasi Korupsi dan Gratifikasi ini merupakan proses pencegahan yang dilakukan 

KPK untuk tindak adanya suap menyuap, gratifikasi, dan korupsi. Hal-hal semacam bersifat 

tersembunyi maka mustahil untuk mengukur secara langsung, sehingga digunakanlah salah 

satunya sosialisasi ini agar pegawai negeri sipil mengetahui akibat dan dari adanya tindak suap, 

gratifikasi dan korupsi. Hal ini juga berguna untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mengetahui 

akan adanya tindak tersebut dapat langsung melapor kepada badan-badan yang menangani 

terkait hal tersebut contohnya seperti UPG. Tujuan lainnya yaitu agar meningkatkan sumber 

daya manusia yang bersifat Jujur dan berIntergritas.  

Tugas penulis dalam kegiatan ini yaitu membantu serti memberikan arahan tekait cara 

penggunaan aplikasi dan menginput hasil sertifikat yang di dapat oleh Subbidang Umum dan 

Kepegawaian.  
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Gambar 2.5 Tampilan masuk aplikasi Elearning KPK   

2.2.5 Merekap Perhitungan Absensi  

Absensi yang sudah di inputkan karyaawan PNS atau CPNS maupun tenaga honorer akan masuk 

dalam system e-presensi yang. Penulis akan merekap hasil absensi yang di lakukan Karyawan 

dan menjumlahkan banyak keterlambatan yang di lakukan karyawan jika melebihi 8 Jam maka 

akan diakumulasikann sebagai ketidak hadiran selama 1 hari. Dan sebaliknya jika perhitungan 

berangkat awal atau pulang terlambat dikarenakan pekerjaan yang belum selesai maka akan di 

akumulasikan sebagai lembur. Rekapan yang dilakukan oleh penulis selanjutnya akan di berikan 

ke bagian keuangan untuk penginputkan Gaji yang akan di dapat oleh karyawan.  
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Gambar 2.7 Tampilan formulir rekapitulasi ketidakhadiran Pegawai Negeri Sipil BKD 

Kabupaten Boyolali 

 

2.2.6 Menginput Permohonan Izin Cuti  

Setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada kantor Badan Keuangan Daerah 

Kabupaten Boyolali memiliki jumlah masa cuti dalam satu tahun adalah 12 hari kerja. 

Untuk mengajukan cuti yang Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus melakukan secara tertulis 

kepada pejabat yang berwenang. Sebelum pengajuan cuti yang di lakukan Pegawai 

Negeri Sipil yang sersangkutan harus mengkomunikasikan terlebih dulu kepada kepala 

bidang masing-masing untuk memilimalisir terjadi pekerjaan yang akan tertunda dan 

pegalihan tugas kepada karyawan lain. Cuti tahunan ini  bisa di akumulasikan ke tahun 

berikutnya sebanyak 6 hari kerja apabila Pegawai tersebut masih memiliki jatah cuti 

tahunan. Cuti lain yang di dapat Pegawai Negeri Sipil  (PNS) adalah cuti melahirkan 

memiliki masa jumlah cuti sebanyak 3 bulan, cuti melahirkan ini untuk persalinan anak 

pertama, kedua dan ketiga untuk anak keempat dan seteerusnya akan diberikan cuti diluar 
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pertannggungan Negara. Dan cuti lain yang didapat oleh PNS adalah cuti besar, cuti 

sakit, cuti alasan kepentingan, cuti bersama,dan cuti di luar tanggungan Negara. Penulis 

di perintahkan untuk menginput cuti tahunan yang di ajukan oleh salah seorang pegawai 

di bidang Perbendaharaan  

 

Gambar 2.8 Tampilan e-presensi mengelola cuti/DL 
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BAB III 

LANDASAN TEORI 

3.1 Manajemen Sumber Daya Manusia  

Manajemen sumber daya manusia merupakan sebuah bidang studi yang 

mempelajari peran serta hubungan manusia dalam membantu pencapaian tujuan dari 

suatu organisasi maupun perusahaan. Rivai (2005) berpendapat adanya manajemen 

sumber daya manusia sangat penting bagi perusahaan dalam mengelola, mengukur, 

mengurus dan menggunakan sumber daya manusia sehingga bisa berfungsi secara efektif, 

produktif, serta efesien untuk mencapai tujuan perusahaan maupun organisasi. Tanpa 

adanya peran manusia di sebuah organisasi maupun perusahaan maka sebuah perusahaan 

tidak dapat mencapai tujuan dengan baik, karena peran sumber daya manusia merupakan 

faktor yang sangat dibutuhkan.  

Manajemen sumber daya manusia meliputi kemampuan, keterampilan, dan 

potensi yang dimiliki oleh pemimpin. Pemimpin perlu menyadari bahwa karyawan 

memiliki potensi dan kemampuan yang bisa terus dikembangkan untuk kepentingan 

organisasi maupun perusahaan. Dengan adanya pengembangan yang dilakukan seperti 

memberikan training maka karyawan dapat mengaplikasikan kemampuannya dalam 

meningkatan produktivitas perusahaan. Manusia-manusia yang berpotensi dan memiliki 

kemampuan ini sebagai penggerak suatu perusahaan maupun perusahaan untuk 

mewujudkan eksistensinya. Adanya sumber saya manusia menjadi modal untuk 

dipekerjakan karena memiliki kompetensi intelektual.  

Matutina (2001) menyatakan kulitas sumber daya manusia mangacu pada tiga hal 

yang pertama Pengetahuan (knowledge) artinya karyawan memiliki penguasaan ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang didapat dari pengalaman dan proses pembelajaran. Yang 

kedua Keterampilan (skill) yaitu karyawan harus mampu memanipulasi sebuah objek 

secara fisik, dan yang ketiga Kemampuan (abilities) artinya karyawan mampu pengelola 

potensi yang dimiliki, kemampuan mengambil keputusan, mampu untuk mengendalikan 

potensi, mampu berinovasi dan mampu meningkatkan produktivitas.  
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Sumber daya manusia adalah individu produktif yang bekerja sebagai pengge 

(Malthis, 2001) (Utomo Joko, 2011)rak suatu organisasi, baik itu di dalam organisasi 

maupun perusahaan yang berfungsi sebagai aset yang harus dilatih dan di kembangkan 

kemampuannya. Edwin B. Flippo menyatakan perencanaan pengorganisasian, 

pengarahan dan pengendalian dari pengadaan, pengembangan, kompensasi, 

pengintegrasian, pemeliharaan dan pemberhentian karyawan dengan maksud terwujudnya 

tujuan perusahaan individu, karyawan, dan masyarakat.  

Mary Parker Follet memberikan pendapat manajemen dapat dipandang sebagai 

seni dalam meaksanakan pekerjaan melalui orang lain (The art of getting done though 

people), maksudnya adalah seorang pemimpin atau manajer dapat mencapai tujuan 

perusahaan maupun organisasi dnegan melibatkan orang lain dalam melaksanakan 

perintah dan tugas yang diatur oleh pemimpin atau manajer. Dengan ini maka baik 

seorang manajer maupun karyawan perlu dikembangkan melalui pelatihan. Seiringnya 

keterampilan dan pengalaman akan sulit didapat oleh seorang karyawan jika tidak pernah 

dipraktekan dan tidak pernah melakukan pengembangan. sehingga pengembangan 

sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam keefektifan dan 

keefesiensi suatau perusahaan maupun organisasi.  

 

3.2 Pengembangan Sumber Daya Manusia  

Peningkatan pengembangan bagi sumber daya manusia disebuah organisasi 

maupun perusahaan tentu sangat diharapkan, karena tidak semua karyawan yang dimiliki 

perusahaan memenuhi kriteria yang diinginkan perusahaan, terkadang ada kendala yang 

bisa menghambat operasional kinerja. Maka itu diperlukan pengembangan sumber daya 

manusia secara berkala. Dengan memiliki karyawan yang unggul dan memiliki 

kemampuan maka manajer dapat meningkatkan produktivitas kinerja karyawan dan 

menurunkan tingkat kendala yang ditimbulkan.  

Pengembangan sumber daya manusia adalah suatu usaha dalam meningkatkan 

kemampuan (skill) sumber daya manusia untuk meningkatkan produktivitas perusahaan 

atau organisasi. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas karyawan maupun 
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individu melalui program pelatihan (training) dan pendidikan atau sosialisasi. Manfaat 

lain dilakukannya pengembangan tersebut yaitu untuk memastikan semua operasional 

tugas berjalan dengan efisien. Jika karyawan yang dimiliki perusahaan melaksanakan 

pekerjaan tidak efesien secara waktu maka akan meghambat terselesainya pekerjaan 

lainnya.  

Price (2011:455), Pengembangan sumber daya manusia merupakan pendekatan 

strategis untuk melakukan investasi dalam sumber daya manusia. Pengembangan sumber 

daya manusia menyediakan kerangka kerja untuk pengembangan diri, program pelatihan 

dan kemajuan karis yang disesuaikan dengan kebutuhan dalam perusahaan di masa yang 

akan datang. Menurut Cris Rowley dan Keith Jackson (2012:88) menyatakan bahwa 

pengembangan sumberdaya manusia adalah sebuah proses yang dilakukan untuk 

mengembangkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan pekerja, dan kompetensi yang 

dimiliki dikembangkan melalui pelatihan dan pengembangan.  

3.3 Penilaian Kinerja Karyawan  

Dewi Hanggraeni (2012:121) dan Soekidjo Notoatmojo (2009:135), menyatakan 

bahwa penilaian kinerja merupakan suatu proses yang diselenggarakan oleh perusahaan 

untuk mengevaluasi atau melakukan penilaian kinerja setiap karyawan. Devisi 

kepegawaian  (human resource) sebuah perusahaan menggunakan hasil penilaian kinerja 

guna mengevaluasi keefektifikasi dan keberhasilan karyawan dam bekerja. Penilaian 

yang dilakukan harus benar-benar berdasarkan perilaku yang dilakukan pekerja dan yang 

dihasilkan dalam proses penilaian ini dapat mengidentifikasi kinerja, dan dapat menjadi 

umpan balik keapa karyawan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja.   

Penilaian kinerja dapat dilakukan dengan pengamatan secara langsung Penilaian 

kinerja dapat dilakukan melalui berbagai alat ukur, namun penilaian tersebut harus 

didasarkan pada indikator kinerja. Menurut Robbins (2016:260) menyatakan bahwa 

indikator kinerja merupakan alat untuk mengukur sejauh mana pencapaian kinerja 

karyawan. Lima indikator penilaian kinerja  sebagai berikut: 
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1. Kualitas Kerja 

Kualitas kerja karyawan dapat diukur dari baik dan buruknya hasil pekerjaan 

karyawan dalam melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan. Penilaian ini 

juga berkaitan dengan kemampuan dan keterampilan berinovasi karyawan 

dalam pekerjaan. Kulitas kerja karyawan juga dapat di ukur dari bayak 

kesalahan (performance error) yang di lakukan oleh pekerja. Lau dan May 

(1998) menyatakan kualitas kerja adalah strategi yang mendukung dan 

memelihara kepuasan seorang karyawan yang bertujuan untuk meningkatkan 

kerja karyawan dan pemimpin.   

2. Kuantitas  

Wungu dan Brotoharsojo (2003) menyatakan bahwa kuantitas adalah segala 

macam bentuk satuan ukuran yang berhubungan dengan jumlah hasil kerja 

yang dapat dinyatakan ukuran angka atau padanan angka lainnya. Kuantitas 

kinerja adalah ukuran jumlah hasil kerja maupun jumlah aktivitas yang 

berhasil di selesaikan oleh karyawan. Jumlah yang dimaksudkan adalah 

jumlah siklus aktivitas yang dihasilkan.  

3. Ketepatan Waktu  

Ketepatan waktu merupakan tingkat pengerjaan dari ketepatan waktu dalam 

menyelesaikan tugas dan pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan. Menurut 

SP. Hasibuan (1984;233-4) yang mengutip pernyataan H. Emerson efisiensi 

adalah perbandingan yang terbaik antara masukan dan hasil keuntungan 

dengan sumber yang dipergunakan, seperti hasil yang optimal dalam 

pencapaian dengan menggunakan sumber terbatas. Dengan kata lain 

hubungan antara apa yang telah diselesaikan.  

4. Efektifitas  

Sondang P. Siagian (2001:24) menyatakan bahwa efektif merupakan 

memanfaatkan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu 

untuk mengjasilkan jumlah barang atau jasa dalam perusahaan atau organisasi. 

Dalam penilaian kinerja efektifitas diukur dari bagaimana seorang karyawan 

menggunakan serta memanfaatkan sumber daya meliputi tenaga, uang, 
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teknologi, dan bahan baku yang akan dimaksimalkan untuk mencapai tujuan 

perusahaan secara maksimal.  

5. Kemandirian  

Pekerjaan yang dilakukan karyawan dapat dilihat mengalami penurunan atau 

mengalami meningkatan dapat dilihat salah satunya dari kemandirian 

karyawan. Menurut Steinberg (2016) menyatakan kemandirian adalah sebagai 

kemampuan untuk berpikir, merasakan dan membuat keputusan berdasarkan 

diri sendiri bukan dari pengaruh orang lain.  Kemandirian seorang karyawan 

meninngkat atau menurun dapat dilihat saat karyawan melaksanakan fungsi 

kerjanya tanpa menerima bantuan. Karyawan yang mandiri ketika ia mampu 

melaksanakan sendiri fungsi kerjanya.  
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BAB IV 

ANALISA DAN PEMBAHASAN  

4.1 Analisa Permasalahan  

Selama melakukan praktik kerja lapangan atau magang pada kantor Badan Keuangan Daerah 

Kabupaten Boyolali, penulis menemukan beberapa kendala terkait dengan proses kegiatan 

magang, kendala tersebut diantaranya:  

4.1.1 Penggunaan Aplikasi SIMDA Belum Optimal  

SIMDA merupakan singkatan dari Sistem Informasi Manajemen Daerah, 

pengembangan aplikasi SIMDA diharapkan mampu meningkatkan kapasitas dalam 

pemenuhan kebutuhan manajemen daerah. SIMDA berisikan data base yang mencangkup 

informasi kepegawaian, informasi keuangan, informasi aset, informasi pendapatan daerah, 

informasi lain lain terkait operasioal Badan Keuangan daerah. Program SIMDA memuat 

beberapa program yaitu keuangan, barang milik daerah, gaji, pendapatan, SPP sampai 

dengan SP2D, rekonsiliasi bank dan kepegawian gabungan perprovinsi.  

Hampir seluruh karyawan di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali 

menggunakan SIMDA dalam menjalankan pekerjaannya. Dengan menggunakan aplikasi 

SIMDA pekerjaan dapat di kelola secara integritas menggunakan teknologi multi user dan 

teknologi client dari menyusun anggaran, membuat laporan harian, melakukan penilaian 

kerja sampai dengan pertanggungjawaban keuangan baik dalam SKPKD maupun SKP2D.  
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Gambar 4.1 Tampilan layar saat simda tidak bisa di akses 

Masalah yang dihadapi penulis terkait lambatnya proses masuk ke aplikasi karena hal 

tersebutkan banyakk pekerjaan yang dilakukan secara manual seperti membuat surat-surat dan 

menginputkan surat masuk dan keluar, penulis harus menulisakannya di dalam buku untuk di 

arsip dan di serahkan kepada pidak penerima surat kemudian penulis harus mengulang 

menginput menggunakan aplikasi agar surat masuk ke sistem. Hal sepertinya kurang efektif dan 

tidak efisien waktu untuk melaksanakan sebuah pekerjaan. Harusnya dengan adanya aplikasi 

SIMDA membantu tugas agar cepat selesai. Kendala selanjutya ketika penulis sudah menginput 

surat surat masuk secara tiba-tiba keluar dari aplikasi SIMDA hal ini membuat penulis harus 

memasukan ulang inputan dari awal. Dalam penginputan presensi ke perhitungan gaji penulis 

melakukan dengan cara manual melalui aplikasi Ms. Excel kemudian penulis print hasil yang 

inputan tersebut utuk kemudian di inputkan kembali ke SIMDA.  

 

4.1.2 Keterlambatan Proses Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsioal 

Peraturan yang mengatur tentang kenaikan pangkat jabatan fungsional diatur dalam undang-

undang kepegawaian, meliputi pendidikan dan pelatihan, promosi, dan kenaikan pangkat. Setiap 

golongan memiliki peluang untuk naik ke golongan ebih tinggi. Salah satunya kenaikan pangkat 
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regular yang di berikan pemerintah kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetukan tanpa terikat 

jabatan, syaratnya adalah setidaknya sudah menduduki empat tahun pangkat terakhir. Tugas dari 

subbagian Kepegawaian salah satunya yaitu menerima syarat-syarat yang diajukan oleh pegawai 

negeri sipil untuk diajukan kenaikan pangkat. Dalam hal ini pengerjaan masih manggunkan data 

excel yang dimiliki Badan Keuangan Daerah. Setiap data yang sudah di inputkan akan masuk 

pada aplikasi SIMDA dan selanjutnya akan di naikan kepada BKP2D oleh bagian kepegawaian. 

Penulis mengalami kendala terkait banyaknya karyawan yang lupa akan kenaikan oangakat 

regular atau KPO sehingga banyak karyawan yang belum mmenginput Penilaian Prestasi Kerja 

Pegawai (PPKP/DP3) dalam hal ini karyawan lain meminta subbagian mengingatkan dan 

memberitahu satu tahun sebelum penginputan berkas tersebut, sedangkan banyaknya Pegawai 

Negeri Sipil (PNS) yang bekerja di Badan Keuangan Daerah , sehingga tidak memungkinkan 

untuk melihat data satu persatau mana yang bisa melakukan kenaikan pangkat regular/KPO.  

4.2 Pembahasan dan Solusi  

Pada laporan akhir magang ini penulis memberikan solusi untuk beberapa kendala yang dialami 

selama magang pada Bada Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali, dengan berdasarkan teori-

teori yang relevan dari para ahli yang berkaitan dengan kendala-kendala yang ada.  

4.2.1 Penggunan Aplikasi SIMDA Belum Optimal 

Pemecahan masalah untuk penggunan aplikasi SIMDA yang belum optimal 

digunakan di Badan keuangan daerah karena adanya beberapa faktor yaitu aplikasi yang 

perlu untuk di kembangkan lagi dan terus diupdate, serta sumber daya manusia yang 

belum memiliki skill memadai dalam penggunaan teknologi. Dalam hal ini penulis 

memberikan solusi dengan memberikan pengembangan dan pelatihan kepada karyawan 

Badan Keuangan Daerah dalam hal pemanfaatan penggunaan teknologi. Seperti yang 

dikatakan Jhonny G Plate Menteri Komunikasi dan Informatika menjelaskan bahwa 

“Kementrian Kominfo berupaya untuk membantu masyarakat beradaptasi dengan “The 

New Normal” .  

Selain itu hal lain yang dapat dilakukan oleh Badan Kuangan Daerah dengan terus 

melakukan pemeliharaan, pengembangan dan perbaikan Aplikasi SIMDA meliputi: 

1. Memperbaiki aplikasi SIMDA menyempurnakan agar dapat digunakan secara 

maksimal dan tidak terganggu dalam melaksanakan tugas-tugas 
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2. Menambahkan fitur-fitur yang sederhana, namun juga mudah untuk dipelajari serta di 

pahami, mengingat usia karyawan yang bekerja di Badan Kuangan yang sudah 

memasuki usia yang tidak muda.  

3. Melakukan bimbingan dan sosialisasi secara menyeluruh agar pengelolaan data 

dengan SIMDA berjalan dengan efektif dan lebih efisien 

 

4.2.2 Keterlambatan Proses Kenaikan Pangkat  

Menurut penulis keterlambatan dalam proses kenaikan pangkat jabatan regular 

dikaitkan oleh adanya tidak adanya komunikasi yang terjadi antar karyawan dengan 

subbagian kepegawaian, dan hal lain adalah tidak adanya tanggung jawab oleh masing-

masing subbidang. Saat penulis melakukan kegiatan magang ada beberapa karyawan yang 

belu melakukan Penilaian Kinerja Karyawan, yang menjadi salah satu syarat untuk kenaikan 

pangkat regular ini adalah memiliki penilaian kinerja yang menyatakan baik selama dua 

tahun terakhir. Selain itu juga dapat dikaitkan rendahnya tingkat kedisiplinan kerja karyawan 

yang menyebabkan keterlambatan dalam kenaikan pangkat tersebut.  

Penilaian kinerja ini sangat penting bagi instansi, maupun bagi karyawan atau 

individu, karena penilaian kinerja merupakkan sebuah standar yang menjadi titik krusial 

dalam pencapaian sebuah oraganisasi maupun perusahaan. Alasan setiap perusahaan atau 

instansi melakukan penilaian kinerja bermaksud untuk mengevaluasi kinerja karyawan dan 

menjadikan tolak ukur dalam memberikan kenaikan pangkat, maupun instensif lain.  
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BAB V 

KESIMPULAN, REKOMENDASI DAN REFLEKSI DIRI 

5.1 KESIMPULAN  

Badan Kuangan Daerah merupakan badan yang bertugas untuk membantu Bupati 

dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan berdasarkan asas otonomi 

daerah, dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan 

dan aset daerah yang menjadi kewenangan daerah. Pada kantor Badan Keuangan Daerah 

Kabupaten Boyolali dipimpin oleh seorang atas dengan di bantu oleh Bidang Sekretarian, 

Bidang Pajak Daerah, Bidang Anggaran, Bidang Pengendalian Pendapatan Daerah, Bidang 

Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Daerah, Bidang Pengeloaan Aset Daerah, dan Bidang 

Akuntansi dan Pembiayaan  

Bidang sekretarian khususnya subbidang Umum dan Kepegawaian memiliki banyak 

tugas yang berkaitan dengan pengelolaan dan administrasi kepegawaian serta memiliki 

tanggung jawab atas semua karyawan yang berkerja di Badan Keuangan Daerah Kabupaten 

Boyolali. Selama melaksanakan praktik kerja lapangan atau magang pada kantor Badan 

Kuangan Daerah Kabupaten Boyolali selama kurang lebih 3 bulan, penulis menemukan 

beberapa kendala diantaranya: 

1. Penggunaan aplikasi SIMDA yang belum optimal oleh karyawan Badan 

Keuangan Daerah  

2. Keterlambatan proses penilaian kinerja yang dilakukan karyawan yang 

menyebabkan keterlambatan proses kenaikan pangkat atau jabatan regular oleh 

karyawan.  

Penulis juga pemecahan masalah terkait kendala tersebut diantaranya: 

1. Terkait penggunaan aplikasi SIMDA, instansi dapat melakukan pegembangan dan 

pelatihan kepada karyawan terkait tekenologi-teklogi yang jauh lebih modern dan praktis. 

Dan Badan Keuangan Daerah juga dapat melakukan pengembangan serta pemeliharan 

dan penyempurnaan aplikasi SIMDA untuk terus update agar dalam proses melaksanakan 

tugas menggunakan aplikasi tidak ada kenadala. Badan keuangan daerah juga dapat 

menambahkan fitur-fitur di apikasi SIMDA yang sederhana dan mudah dipelajari 

sehingga tingkat penyelesaian pekerjaan akan lebih cepat.  
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2. Pemecahan masalah untuk keterlambatan kenaikan jabatan regular ini, adalah dengan 

melakukan penilaian kinerja secara berkala seperti  

5.2 REKOMENDASI 

1. Bagi Kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali  

Selama melakukan praktik kerja magang pada kantor Badan Keuangan 

Daerah Kabupaten Boyolali, penulis mendapat lingkungan kerja yang produktif dan 

merasakan adanya rasa kekeluargaan selama proses magang berlangsung selama 

kurang lebih 3 bulan. Karyawan honorer maupun pegawai negeri sipil selalu 

memberikan menjelasan terkait tugas-tugas yang di berikan. Salah satunya yaitu ilmu 

yang diwarisi oleh bapak serta ibu karyawan disana terkait penerbitasn SKP2D dan 

melakukan surat SP ke Setda. Dan kepala subbagian Perbendaharaan dan Pengelolaan 

Kas Daerah yang mengizinkan mendampingin saat Badan Pemeriksa Keuangan 

datang guna pemeriksa kuangan ke Kantor Kecamatan Wonosegoro Kabupaten 

Boyolali.  

2. Bagi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Keluarga Pahlawan Negara  

Pandemi Covid-19 menjadi hambatan penulis dalam mencari tempat 

pelaksanaan magang, karena banyak perusahaan dan instansi pemerintahan tidak 

menerima mahasiswa ataupun maahasiswi untuk memberi izin melaksanakan 

magang. Hal ini membuat penulis dua kali mengalami pemindahan tempat magang.  

Selain itu bagi mahasiswa alih jalur seperti penulis tidak mengetahui banyak 

informasi terkait prosedur pengambilan magang sebagai tugas akhir, hal tersebut 

karena tidak adanya informasi yang jelas terkait prosedur pelaksanaan magang, dan 

bulan untuk melaksanakan magang. Mahasiswa allih jalur seperti penulis bertanya 

kepada mahasiswa lain yang sebenarnya juga tidak tau informasi yang jelas terkait 

prosedur pengambilan magang sebagai tugas akhir. Penulis mengandalkan informasi 

dari dosen yang diberitahuan melalui di grup whatsapp.  
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5.3 REFLEKSI DIRI 

Selama proses pelaksanaan magang berlangsung pada bulan Februari – Mei pada 

Kantor Badan Keuangan Daerah, penulis merasa masih memiliki kekurangan dalam 

melaksanakan tugas-tugas yang diberikan, karena selama proses magang penulis banyak 

bertanya dan juga membuat kesalahan yang tidak disengaja, meliputi ketidak telitian 

penulis dalam menginput presensi, dan  ketidak tepatan dalam  mengakumulasikan 

jumlah kehadiran dan keterlambatan karyawan.  
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